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ABSTRACT

Suitability of Space Utilization Activities (KKPR) is one of the permits for space utilization plans as well
as a basis for acquiring land by business actors or the community. However, how effectively the KKPR
can function as a basis for regulating the control, ownership, use, and utilization of land so as not to
cause land problems still remains an issue. The aim of this research is to determine the land control
indicators contained in the suitability of space utilization activities as a condition for acquiring land.
The research method used is descriptive-qualitative, which involves extracting data from regulations
and scientific articles and analyzing it descriptively. The result of the study was the approval of the
KKPR to become an instrument of land control through restrictions related to the utilization and use
of land. The requirements in the KKPR application are in the form of suitability for spatial planning,
land ownership and control limits, as well as land use and utilization. Land control runs well if the
applicant fulfills all the requirements in the KKPR so that there are no violations in the use and
utilization of land. Another form of land control is the issuance of a decision letter granting rights,
which must include KKPR requirements related to the use and utilization of land in the provisions.
Keywords: Arrangement of Spatial Plans, KKPR Approval, Application Requirements

INTISARI

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan salah satu perizinan rencana
pemanfaatan ruang sekaligus sebagai dasar untuk memperoleh tanah oleh para pelaku usaha atau
masyarakat. Namun demikian, seberapa efektif KKPR dapat berfungsi sebagai dasar pengaturan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar tidak menimbulkan masalah
pertanahan masih menyisakan persoalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui indikator
pengendalian pertanahan yang terdapat dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai
syarat untuk memperoleh tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
dengan menggali data dari peraturan dan artikel ilmiah serta menganalisisnya secara deskriptif. Hasil
dari kajian adalah persetujuan KKPR menjadi instrumen pengendalian pertanahan melalui
pembatasan terkait pemanfaatan dan penggunaan tanah. Persyaratan di dalam permohonan KKPR
berupa kesesuaian tata ruang, batas luas pemilikan dan penguasaan tanah serta pemanfaatan dan
penggunaan tanah. Pengendalian pertanahan berjalan dengan baik apabila pemohon memenuhi
seluruh persyaratan di dalam KKPR sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan dan
pemanfaatan tanah. Bentuk pengendalian pertanahan lainnya adalah penerbitan surat keputusan
pemberian hak harus memasukkan persyaratan KKPR terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan
tanah ke dalam ketentuan.

Kata Kunci: Pengaturan Rencana Tata Ruang, Persetujuan KKPR, Persyaratan Permohonan

A. Pendahuluan

Manajemen pertanahan adalah pengaturan sumber daya agraria dalam hal ini
berupa tanah dan/atau ruang agar mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan
sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan tujuan pembangunan
(Enemark, 2005). Pengelolaan sumber daya agraria tersebut tentunya
membutuhkan suatu pendekatan yang sistematik untuk meningkatkan stabilitas
hukum pertanahan, sebagai jaminan hak atas tanah dan pemanfaatannya, sehingga
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menjamin ketenangan masyarakat dan berwawasan lingkungan yang mendukung
kemajuan dan pertumbuhan (Lemmen dkk., 2015). Berangkat dari kedua pernyataan
tersebut, maka untuk bisa mengelola pertanahan dengan baik, negara
membutuhkan banyak kebijakan pertanahan.

Sebagai bagian dari manajemen pertanahan, maka pengendalian pertanahan
juga dapat terfokus kepada suatu cara untuk mengarahkan faktor-faktor
pertanahan, seperti penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Faktor-faktor tersebut dapat digunakan dan dikelola seoptimal mungkin oleh
pemerintah, masyarakat atau pelaku usaha demi mencapai tujuan sebesar-besar
kemakmuran yang berkelanjutan (Djakaria & Husein, 2017). Wujud realisasi
pengendalian pertanahan antara lain: pengendalian alih fungsi tanah pertanian-
sawah (Asmara & Purbokusumo, 2022; Diana dkk., 2023; Nugraha dkk., 2021),
pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya (Ardani, 2021; Sam dkk., 2020;
Susilo dkk., 2019) serta perolehan tanah untuk kegiatan yang sesuai dengan tata
ruang (Nurlinda, 2018; Ramadhani dkk., 2019).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 jo
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), perizinan untuk perolehan tanah dalam
rangka mendukung kegiatan usaha yang sesuai dengan tata ruang disebut dengan
izin pemanfaatan ruang (IPR). Penerbitan IPR tersebut biasanya akan diikuti dengan
permohonan izin lokasi untuk memperoleh tanah demi mengembangkan
lokasi/lahan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pemberian izin lokasi tersebut
dahulunya berada pada pemerintah daerah kabupaten/kota. Seiring tidak adanya
pedoman yang seragam mengenai prosedur dan biaya penerbitan izin lokasi di
setiap daerah, maka menjadikan perolehan izin tersebut terkesan rumit dan kurang
terintegrasi (Enggarani, 2016). Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan
kebijakan KKPR melalui sistem SSO untuk meningkatkan efisiensi pengurusan izin
lokasi dan menumbuhkan lingkungan investasi yang ramah dunia usaha baik bagi
badan usaha maupun masyarakat.

Izin lokasi sejatinya telah menjadi instrumen pengendalian pertanahan oleh
pemerintah yang mengatur tentang kesesuaian tata ruang dan pemanfaatan ruang
(Mayasari, 2019). Dengan izin lokasi, para pelaku usaha akan diberikan izin untuk
mendapatkan tanah yang diperlukan bagi usaha dan/atau kegiatannya. Dengan
demikian, izin lokasi ini juga berfungsi sebagai kewenangan untuk mengalihkan hak
dan memanfaatkan tanah untuk usaha dan/atau operasionalnya (Sitorus, 2016).
Selain itu, batas areal yang ditetapkan oleh izin lokasi akan menjadi dasar bagi pelaku
usaha untuk memperoleh tanah dan mengajukan hak atas tanahnya (Indra & Indra,
2022). Selanjutnya, dengan telah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, maka izin
pemanfaatan ruang dan izin lokasi digabung menjadi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) (Hastri, dkk., 2022).

Tujuan utama KKPR ada dua yaitu: pertama, sebagai acuan bagi pemanfaatan
ruang secara efisien, dan kedua, sebagai acuan bagi administrasi pertanahan yang
efektif. KKPR berfungsi sebagai alternatif izin lokasi di bidang administrasi
pertanahan, sehingga memberikan jaminan yang lebih baik bagi pelaku usaha.
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Evaluasi implementasi KKPR berfungsi sebagai alat penting untuk memastikan
kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan yang dituangkan dalam
dokumen KKPR, yang dirumuskan selaras dengan Rencana Tata Ruang (Sukiptiyah
dkk., 2022). Evaluasi implementasi KKPR menjadi penting agar tidak muncul masalah
pemanfaatan dan penggunaan tanah maupun ruang. Seperti: kepadatan bangunan
dengan tata letak yang tidak teratur, tidak seimbangnya antara pembangunan
ekonomi terhadap kualitas lingkungan hidup (Fajarini dkk., 2015), dan terjadi
pemborosan sumber daya alam (Utami, dkk., 2023) serta kerusakan lingkungan
(Riskanita & Widowaty, 2019). Berangkat dari perubahan mekanisme perolehan
tanah yang semula adalah Izin Lokasi menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang, maka rumusan masalah yang muncul adalah apakah Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang sudah dapat berfungsi sebagai instrumen pengendalian
pertanahan?.

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai KKPR telah dilakukan oleh
Susanti (2021) dan Adiningsih dkk. (2023). Susanti (2021) mengungkapkan bahwa
izin pemanfaatan ruang harus berdasarkan konfirmasi dan merujuk pada ketentuan
dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Ruang (RTR) untuk
wilayah yang belum ada RDTR. Selanjutnya, Adiningsih dkk. (2023) mengungkapkan
bahwa penyelenggaraan KKPR pada sektor berusaha telah dilakukan melalui Online
Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA), sehingga penerbitan KKPR dapat
berlangsung cepat. Penelitian ini berbeda dengan dua penelitian sebelumnya karena
lebih berfokus mengkaji fungsi KKPR sebagai pengendali pertanahan sebagai upaya
untuk mencegah permasalahan pertanahan. Penulis akan menguraikan indikator
pengendalian pertanahan yang terdapat dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang (KKPR) sebagai syarat untuk memperoleh tanah. Indikator tersebut meliputi:
dasar hukum, persyaratan teknis, prosedur, pembatasan, dan rekomendasi.
Harapannya, penelitian ini akan memberikan sumbangsih mewujudkan tanah
dan/atau ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) dan Firmansyah dkk. (2021) metode penelitian
kualitatif bertujuan untuk menggali data atau informasi atas suatu fenomena atau
kondisi objektif secara deskriptif. Sukmadinata (2011) menambahkan bahwa
penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan mengungkap (to describe
and to explore) serta untuk menggambarkan dan menjelaskan (to describe and to
explain). Dengan demikian, pelaksanaan metode kualitatif deskriptif penelitian ini
adalah dengan cara memperoleh data atau informasi secara langsung atau tidak
langsung dan kemudian menjelaskan.

Data kualitatif yang digunakan adalah tulisan ilmiah, laporan dan peraturan
terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Data yang
terkumpul kemudian dianalisis untuk memperoleh pokok-pokok materi yang
dijadikan sebagai indikator pengendalian pertanahan. Selanjutnya indikator
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pengendalian pertanahan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku untuk
memperoleh bentuk implementasi pengendalian pertanahan melalui KKPR.

C. Hasil dan Pembahasan

Hadjon (1992) mengungkapkan bahwa suatu perizinan harus memiliki dasar
hukum sebagai kerangka legitimasi dalam hal kewenangan, substansi, dan prosedur
yang seluruhnya diatur menurut kaidah hukum. Ditambahkan oleh Djatmiati dkk.
(2012) bahwa suatu perizinan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berupa
adanya kewenangan yang jelas, substansi perizinan yang relevan dan prosedur
perizinan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan
pemerintah yang jelas dalam suatu perizinan merupakan wujud dari fungsi
pemerintah yang bersifat mengatur, mengontrol dan mengendalikan aktivitas
masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan demikian
kewenangan dalam perizinan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang
ada. Substansi perizinan merupakan landasan argumen untuk mengeluarkan suatu
perizinan. Bentuk substansi perizinan berisi materi-materi teknis sebagai masukan
dalam pemberian keputusan penerbitan izin serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan terkait dan asas-asas tata kelola pemerintahan
yang baik. Prosedur perizinan secara garis besar meliputi permohonan, persiapan,
pemberian keputusan dan susunan keputusan.

KKPR merupakan salah satu perizinan terkait dengan seluruh kegiatan terkait
dengan pemanfaatan ruang. KKPR terdiri dari KKPR untuk kegiatan berusaha, KKPR
untuk kegiatan non berusaha dan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis
nasional. KKPR diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS) di
pemerintah daerah. Penerbitan KKPR juga dapat digunakan sebagai dasar perolehan
tanah berdasarkan penilaian permohonan kegiatan terhadap pemanfaatan ruang.

Pengendalian pertanahan merupakan kebijakan untuk mengarahkan
penguasaan dan pemilikan tanah serta penggunaan dan pemanfaatan tanah agar
sesuai dengan peruntukannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan dan berkelanjutan. Target pengendalian pertanahan adalah seluruh
tanah di luar kawasan hutan baik yang terdaftar maupun belum terdaftar.
Sedangkan subjek pemilik tanah yang menjadi target pengendalian pertanahan
adalah perorangan, badan hukum dan instansi pemerintah.

KKPR dapat berfungsi sebagai pengendalian pertanahan dengan alasan dapat
mengarahkan penggunaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan rencana tata ruang
sehingga dapat mencegah pemborosan sumber daya alam dan perusakan
lingkungan. Selain itu KKPR menjadi dasar perolehan tanah dan selanjutnya menjadi
pertimbangan dalam pemberian hak atas tanah. Keterkaitan KKPR dengan
permohonan hak atas tanah menjadi instrumen pengendalian pertanahan yaitu
dengan memberikan gambaran mengenai penguasaan dan pemilikan tanah semula
sebelum proses perolehan tanah.
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Diagram di bawah ini menggambarkan proses pengendalian pertanahan yang
dimulai dari permohonan perolehan tanah melalui KKPR hingga permohonan hak,
sebagai berikut.

Persetu Peroleh- Tanah
Per- juan an tanah telantar
syar
atan
Penola- Permo-
kan honan
hak

Gambar 1. Pengendalian Pertanahan Melalui KKPR. Sumber: analisis penulis, 2023

KKPR berfungsi sebagai pengendalian pertanahan melalui persyaratan yang
menjadi dasar untuk persetujuan atau penolakan permohonan KKPR. Apabila
permohonan KKPR ditolak, maka pemohon dapat mengubah rencana pemanfaatan
ruang atau mengganti lokasi pemanfaatan ruang. Sebaliknya apabila permohonan
KKPR disetujui, maka pemohon dapat melakukan kegiatan perolehan tanah. Tanah
yang akan diperoleh harus berada dalam lokasi KKPR dengan segala ketentuan teknis
yang melekat pada rencana pemanfaatan ruang. Tanah yang telah diperoleh harus
dilanjutkan dengan permohonan hak. Apabila tidak dilanjutkan ke permohonan hak,
maka tanah yang diperoleh tersebut dapat dikategorikan sebagai tanah telantar
menurut ketentuan perundang-undangan.

Landasan hukum pengendalian pertanahan secara tersirat terdapat dalam
beberapa pasal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria sebagai berikut:

1. Pasal 7 terkait tentang adanya pembatasan dalam pemilikan dan penguasaan
tanah agar tidak merugikan kepentingan umum.

2. Pasal 10 Ayat 1 terkait tentang tanah-tanah pertanian yang harus diusahakan
sendiri oleh pemiliknya baik perseorangan maupun badan hukum secara aktif
dan tidak mengeksploitasi sedemikian rupa yang berakibat hilangnya kesuburan
tanah.

3. Pasal 11 Ayat 1 terkait tentang pencegahan penguasaan dan pemilikan tanah
pertanian yang melampaui batas sehingga pemerintah menentukan hubungan
hukum antara orang dan badan hukum dengan tanah termasuk-wewenang yang
timbul dari hubungan hukum tersebut.

4. Pasal 13 Ayat 2 terkait tentang upaya pemerintah untuk mencegah adanya
monopoli usaha dalam lapangan agraria.

5. Pasal 15: terkait tentang perlunya memelihara tanah dan tindakan mencegah
kerusakan tanah bagi setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai
hubungan hukum dengan tanahnya, dengan tidak mengesampingkan golongan
ekonomis lemah.
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Berdasarkan isi dari pasal-pasal tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi

indikator-indikator pengendalian pertanahan beserta pertimbangannya sebagai

b

1.

erikut.
Dasar hukum. Pengendalian pertanahan memerlukan dasar hukum yang bersifat
mengarahkan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah.
Oleh karena itu suatu instrumen pengendalian pertanahan harus didasarkan
suatu ketentuan peraturan yang mengungkapkan peran instrumen tersebut
dalam pengendalian penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan
tanah.
Persyaratan teknis. Di dalam instrumen pengendalian pertanahan harus
terdapat persyaratan teknis sehingga memastikan suatu kegiatan dapat
mewujudkan penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan tanah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prosedur. Kebutuhan prosedur di dalam instrumen pengendalian pertanahan
adalah untuk memastikan bahwa proses persetujuan KKPR telah melalui
pemeriksaan berkas permohonan, tinjauan ke lapangan dan analisis data sesuai
fakta di lapangan dan ketentuan teknis yang berlaku.
Pembatasan. Perlunya pembatasan di dalam instrumen pengendalian
pertanahan agar tercapainya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang sesuai
dengan daya dukungnya.
Rekomendasi. Peran rekomendasi instrumen pengendalian pertanahan adalah
sebagai pengambilan keputusan mengenai dapat diterima atau ditolaknya
permohonan pemanfaatan tanah dan ruang.

Indikator-indikator tersebut di atas dapat digunakan untuk menilai KKPR
sebagai pengendalian pertanahan berdasarkan Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Indikator dan Penilaian Pengendalian Pertanahan

Indikator KKPR Peran Indikator Dalam Pengendalian Pertanahan

Dasar hukum Memberikan  pengarahan  penggunaan, pemanfaatan,
penguasaan dan pemilikan tanah di dalam permohonan KKPR

Persyaratan teknis Mensyaratkan ketentuan teknis yang harus dipenuhi pemohon
terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah

Prosedur Prosedur permohonan dan penerbitan KKPR dilakukan melalui
pemeriksaan berkas permohonan, tinjauan ke lapangan dan
analisis data

Pembatasan Batasan terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah agar
sesuai dengan daya dukungnya

Rekomendasi Rekomendasi yang menyertai pemberian atau penolakan KKPR

Sumber: Analisis penulis, 2023
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Dasar hukum merupakan ketentuan yang bersifat mengikat dan menjadi
landasan bagi setiap kegiatan perizinan. Prosedur perizinan diatur dalam suatu
ketentuan hukum sehingga berdampak pada keputusan pemberian izin.
Keberadaan dasar hukum menjadi indikator penting sebagai landasan pelaksanaan
KKPR dalam pengendalian pertanahan. Dasar hukum penyelenggaraan KKPR
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adalah Pasal 14-16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja. Peraturan turunan mengenai KKPR adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berisi ruang
lingkup pelaksanaan KKPR. Sedangkan teknis operasional KKPR terdapat pada
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Indikator persyaratan teknis KKPR dalam rangka pengendalian pertanahan
berupa standar teknis mengenai penggunaan dan pemanfaatan tanah serta
ketentuan pemanfaatan ruang yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan
teknis dinyatakan dalam bentuk informasi tekstual maupun spasial (peta) yang
menggambarkan rencana pemanfaatan ruang. Informasi mengenai kesesuaian
tata ruang di dalam KKPR langsung mengacu pada kesesuaian dengan rencana
pemanfaatan ruang di Kabupaten/ Kota yang termuat di dalam Rencana Detail Tata
Ruang (RDTR). Apabila wilayah yang dimohon belum terdapat RDTR, maka acuan
rencana pemanfaatan ruang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Penerbitan KKPR dapat ditempuh melalui prosedur sebagaimana dapat dilihat
pada diagram di bawah ini.

Permohonan - Kegiatan Wilayah yang Konfirmasi
KKPR melalui berusaha telah memiliki KKPR (KKKPR)
Online Single - Kegiatan RDTR
Submission non
(055) - Berusaha Wilayah yang ]
- Program Persetujuan
. belum terdapat CKPR (PKKPR
stra'tegls RDTR ( )
nasional
yang sudah
tercantum
dalam RTR
Program strategis -
. Rekomendasi
nasional yang
KKPR (RKKPR)
belum tercantum

dalam RTR

Gambar 2. Proses Prosedur Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang. Sumber: Analisis Penulis, 2023

Secara umum materi yang disajikan dalam keseluruhan prosedur tersebut di
atas mengacu pada peruntukan tata ruang dan pengaturan pemanfaatan ruang.
Perbedaan adalah proses penerbitan KKKPR lebih cepat karena sistem OSS hanya
mengacu pada RDTR. Sedangkan prosedur pada PKKPR memerlukan waktu untuk
telaah dan analisis dokumen permohonan. Prosedur pada RKKPR seperti halnya
prosedur pada PKKPR dengan telaah dan analisis yang lebih dalam dan komprehensif
dibandingkan PKKPR.
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Tahapan kegiatan dalam permohonan KKPR untuk ketiga prosedur tersebut
adalah sama yang meliputi pendaftaran permohonan kegiatan, penilaian dokumen
usulan kegiatan dan penerbitan KKPR. Pendaftaran permohonan kegiatan melalui
prosedur KKKPR dan PKKPR terdapat persamaan persyaratan. Persamaan
persyaratan dari pendaftaran melalui KKKPR dan PKKPR meliputi data koordinat
lokasi, kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang, informasi penguasaan
tanah, informasi jenis usaha, rencana jumlah lantai bangunan dan rencana luas
lantai bangunan. Perbedaan yang ada hanya pada PKKPR disyaratkan rencana teknis
bangunan dan/atau rencana induk kawasan.

Pembatasan luas tanah yang dimohon merupakan bagian dari pengendalian
pertanahan yaitu untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah. Pada masa lIzin
Lokasi, pembatasan perolehan tanah diterapkan untuk tanah-tanah usaha
pertanian, sedangkan pada KKPR tidak ada klausul pembatasan luas. Meskipun
demikian luas tanah yang dicantumkan dalam KKPR berdasarkan kemampuan
pemohon untuk memiliki dan menguasai tanah serta rencana pemanfaatan ruang.
Tujuan pembatasan melalui ketentuan tersebut adalah untuk memberi ruang
untuk berusaha dan untuk menghindari terjadinya tanah telantar karena pemohon
tidak mampu mengusahakan tanahnya dan membiarkan terjadinya okupasi
masyarakat. Diharapkan dengan pertimbangan luas tanah yang disesuaikan dapat
memberikan rasa keadilan kepada masyarakat karena kebutuhan masyarakat akan
tanah yang terus bertambah.

Pembatasan pemanfaatan dan penggunaan tanah di dalam KKPR disesuaikan
dengan rencana pemanfaatan ruang yang mengacu pada dokumen RDTR ataupun
RTRW. Aspek pengendalian pertanahan pada muatan ini adalah terpenuhinya
tertib penggunaan tanah sehingga tidak menimbulkan kerusakan tanah. Dalam hal
ini pemohon menyatakan kesediaan untuk mematuhi ketentuan teknis dalam
kegiatan pemanfaatan ruang dan tanah.

Rekomendasi KKPR adalah berdasarkan penilaian dokumen usulan kegiatan
berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan zonasi di dalam RDTR untuk
permohonan KKKPR. Sedangkan penilaian dokumen usulan kegiatan untuk
permohonan PKKPR adalah berdasarkan masukan dari Pertimbangan Teknis
Pertanahan (PTP). Ketentuan di dalam peraturan zonasi yang digunakan sebagai
referensi dalam penilaian usulan kegiatan KKKPR sepenuhnya berisi tentang
batasan-batasan di dalam pemanfaatan ruang. Sedangkan ketentuan di dalam PTP,
tidak menyajikan secara teknis dan detail tentang pemanfaatan ruang tetapi hanya
menekankan pemanfaatan tanah atau ruang yang memperhatikan daya dukung
lahan dan tidak menimbulkan gangguan ke lingkungan sekitar lokasi. Adanya PTP
merupakan keuntungan bagi PKKPR karena mendapat masukan dari aspek
pertanahan sehingga secara keseluruhan masukan untuk PKKPR lebih terintegrasi
antara aspek tata ruang dengan pertanahan.

Implementasi pengendalian pertanahan melalui penerapan indikator
pengendalian pertanahan tercantum dalam tabel di bawah ini.

106 Arnowo, Mengkaji Potensi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
untuk Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tertib Pertanahan



Tabel 2. Indikator, Keputusan dan Implementasi Pengendalian Pertanahan

Indikator Keputusan KKPR Implementasi KKPR
Pengendalian
Dasar hukum Ketentuan di dalam dasar Keputusan KKPR menjadi

hukum menjadi landasan dasar untuk membebaskan
formal untuk operasional tanah

KKPR
Persyaratan Ketentuan teknis terkait Keputusan pemberian hak
teknis pemanfaatan ruang atas tanah menyebutkan
kewajiban pemohon dalam
pemanfaatan tanah
Prosedur Tahapan permohonan Bahan  masukan  dalam
memperhatikan  kondisi menelaah permohonan hak
existing penggunaan atas tanah
tanah
Pembatasan Persetujuan luas Luas perolehan tanah harus
peruntukan Ilahan vyang sesuai dengan luas vyang
dapat dimanfaatkan diberikan oleh KKPR
Rekomendasi Rekomendasi terkait Jenis penggunaan tanah
dengan penggunaan dalam keputusan pemberian
tanah yang dapat hak atas sesuai dengan KKPR
diusahakan

Sumber: Analisis Penulis, 2023

Tabel 2 menunjukkan indikator pengendalian pertanahan di dalam substansi
KKPR menjadi bahan keputusan disetujui seluruh, sebagian atau ditolak. Pengertian
persetujuan seluruhnya adalah luas tanah yang dimohon seluruhnya diberikan KKPR.
Persetujuan sebagian adalah karena pertimbangan teknis, maka hanya sebagian
tanah yang diberikan KKPR. Sedangkan ditolak adalah seluruh luas tanah yang
dimohon tidak dapat diberikan KKPR.

Ketentuan teknis terkait dengan pemanfaatan ruang berupa koefisien daerah
terbangun, jarak pemanfaatan tanah ke sempadan jalan, sungai dan saluran irigasi
serta persyaratan lainnya. Persetujuan luas yang dapat diberikan untuk KKPR adalah
berdasarkan peruntukan pemanfaatan yang tersedia. Meskipun batasan luas tanah
mengikuti peruntukan pemanfaatan, tetapi tidak disertai dengan informasi status
tanah yang dapat dibebaskan. Oleh karena itu pemegang KKPR harus memiliki
informasi mengenai status tanah untuk kepentingan langkah-langkah perolehan
tanah. Jenis penggunaan tanah dalam KKPR akan menentukan jenis hak atas tanah
yang akan dimohon. Terkait dengan bidang pertanian, maka jenis komoditi harus
berlangsung secara kontinu sesuai dengan jangka waktu Hak Guna Usaha yang akan
diberikan.

Implementasi KKPR dalam kegiatan pertanahan dimulai dari perolehan tanah
hingga permohonan hak merupakan wujud dari implementasi pengendalian
pertanahan. Apabila persyaratan di dalam KKPR dipenuhi oleh pemohon, maka
pengendalian pertanahan berjalan efektif karena tidak ada pelanggaran dalam
penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sebaliknya apabila ketentuan KKPR dilanggar
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berpotensi timbulnya masalah pertanahan. Oleh karena itu pemutus kebijakan
dalam hal ini yang menerbitkan SK pemberian hak, harus memasukkan persyaratan
KKPR terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah ke dalam ketentuan.

KKPR dapat menjadi instrumen pengendalian pertanahan yang efektif apabila
disertai dengan monitoring pelaksanaan kegiatan, penertiban dan penegakan
hukum (law enforcement). Monitoring pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk
mengetahui ada tidaknya penyimpangan dalam hal batas lokasi yang diberikan, jenis
penggunaan tanah yang diusahakan, upaya perolehan tanah serta kemungkinan
aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan atau perusakan secara fisik
maupun sosial. Penertiban dan penegakan hukum dimaksudkan agar pemilik KKPR
mematuhi ketentuan dalam perizinan serta melakukan tindakan administratif
berupa pemberian peringatan hingga tindakan penertiban usaha melalui koordinasi
dengan pihak terkait.

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Kantor Pertanahan secara reguler atau
berdasarkan laporan pengaduan. Hasil monitoring pelaksanaan KKPR menjadi bahan
masukan bagi Kantor Pertanahan dalam permohonan hak atas tanah. Melalui cara
tersebut pengendalian pertanahan akan berjalan efektif karena mensyaratkan
pemegang izin KKPR untuk memenuhi ketentuan sebelum permohonan hak atas
tanahnya dikabulkan.

Penertiban dan penegakan hukum (law enforcement) merupakan tindak lanjut
dari monitoring kegiatan pasca pemberian KKPR. Tindakan penertiban dapat berupa
pemberian sanksi, pencabutan izin usaha dan tindakan administratif lainnya yang
dilakukan oleh instansi perangkat daerah berwenang. Meskipun kewenangan terkait
dengan penertiban dilakukan oleh pihak yang berwenang, tetapi Kantor Pertanahan
dapat secara efektif melakukan tindakan pengendalian pertanahan melalui evaluasi
permohonan hak atas tanah. Sedangkan untuk tanah-tanah yang telah terdaftar,
dokumen KKPR menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan untuk melakukan koordinasi
dengan instansi perangkat daerah berwenang untuk mengambil tindakan
penertiban.

Jenis KKPR untuk kegiatan berusaha adalah yang paling membutuhkan
pengawasan mengingat kebutuhan luas tanah, mekanisme perolehan tanah serta
jenis penggunaan tanah yang berpotensi memiliki dampak luas. KKPR memiliki
spektrum luas terkait kebutuhan tanah baik untuk usaha pertanian maupun non
pertanian. Kebutuhan luas tanah tidak selalu diikuti dengan kemampuan
perusahaan mengusahakan tanah yang berpotensi terjadinya tanah telantar. Untuk
itu Kantor Pertanahan perlu melakukan monitoring dalam berbagai bentuk seperti
interpretasi citra satelit secara berkala, pengamatan lapang berdasarkan laporan
aduan dan pengamatan reguler.

Letak lokasi yang diberikan KKPR memiliki keragaman dasar status tanah
sehingga berdampak pada mekanisme perolehan tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Jenis penggunaan tanah yang diusahakan harus
sesuai dengan peruntukan dalam KKPR. Pengawasan secara teknis terkait dengan
usaha melibatkan penilaian dari dinas instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.
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D. Kesimpulan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tanah (KKPR) merupakan perizinan yang
diberikan untuk rencana pemanfaatan ruang. Penerbitan KKPR harus sesuai dengan
rencana tata ruang dengan ketentuan teknis yang mengikutinya. Pengendalian
pertanahan merupakan kegiatan pertanahan dalam rangka memastikan tidak
adanya pelanggaran penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemilikan tanah.
Peran KKPR di dalam kegiatan pertanahan adalah sebagai syarat dalam perolehan
tanah sehingga KKPR berfungsi sebagai pengendalian pertanahan dengan
memastikan permohonan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan
rencana tata ruang.

Indikator berfungsinya pengendalian pertanahan di dalam substansi KKPR
terdiri atas dasar hukum, persyaratan teknis, prosedur, pembatasan dan
rekomendasi. Implementasi dari indikator dasar hukum adalah memastikan
permohonan KKPR berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait.
Indikator persyaratan teknis diterapkan dalam penilaian penerapan ketentuan
teknis pemanfaatan ruang. Indikator prosedur diimplementasikan dengan cara
menilai tahapan penerbitan KKPR sudah memasukkan kondisi existing
penggunaan tanah ke dalam pertimbangan. Implementasi indikator pembatasan
dalam pengendalian pertanahan adalah terkait dengan penilaian luas yang
dimohon berdasarkan kesanggupan pemohon dan rencana pemanfaatan ruang.
Sedangkan indikator rekomendasi di dalam pengendalian pertanahan terkait
dengan rencana penggunaan tanah yang tidak bermasalah terhadap lingkungan
sekitar lokasi KKPR. Keseluruhan indikator tersebut dapat menjadi instrumen
pengendalian pertanahan yang efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan.

E. Rekomendasi

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Tanah (KKPR) harus dijalankan berdasarkan
indikator pengendalian pertanahan dan data penguasaan dan pemanfaatan tanah
existing berbasis bidang tanah. Oleh karena itu penulis memberikan rekomendasi
kepada:

1. Kantor Pertanahan harus menjadikan KKPR sebagai dasar untuk
permohonan hak atas tanah.

2. Permohonan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan KKPR harus ditolak
dan pemohon harus membuat KKPR atau permohonan hak atas tanah yang
baru.

3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas KKPR terhadap pengendalian
pertanahan perlu dilakukan kajian lebih mendalam oleh Kementerian
ATR/BPN.

4. Kajian tersebut dengan memilah antara KKPR untuk kegiatan berusaha,
kegiatan non berusaha dan program strategis nasional.
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